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AMA REPUBLIK INDONESIA

REPUTUSAN MENTERI AG/
Huw 1993

K
NOMOR 244 TA

PEMBUKAAN DAN WECERTAN MADRASAH

MENTERT AGAMA REPURLIK INDONESIA

bahwe dalam menunjaug pembangunan Nasional di bidang Pendidiik-
an, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madra -
sah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di
sekitarnya.

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990
tentang Pendidikan Merengah

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen se-
bagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusarn Presi-
den Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
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6. Keputusan fersama Mentori Agama, Menteri Pendidikan dan
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Keputusan Presiden Nemor 30 tahun 1978 3
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Departemen Agama sehagal pelaksanaan

Persetujuan Menteri Nerara Pendayas

gunaan Aparatur Negara ce-
3 s
pgan surat Nomor R-1063/1/93 tanggal

1 Oktober 1993.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN
DAN PENEGERTIAN MADRASAHN
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Tembusan

Menkoe Kesra:
. ¥etuz Badan FPemeriksa Xenangani 1
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
. Menteri -Dalam Neger:
Menteri Keuangan RI1;
Komisi TX DPR-RI;
Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RT;
. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas islam dan Urusan Haji/Irjen,/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli "Menteri Agama;
Para Gubernur ¥DH Tk. I seluruh Indonesia;
. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Rinbaga Tglam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sckretaris Ditjen Binbada Tslam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh TIndonesia:
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
{5, ¥ang bersangkutan untuk diketehui.
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